
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 

2026  TENTANG  PEMBENTUKAN  SATUAN  TUGAS  SISTEM  PENGENDALIAN  INTERN  PEMERINTAH  DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 

6  TAHUN  2026  TENTANG  PEMBENTUKAN  SATUAN  TUGAS  SISTEM  PENGENDALIAN  INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

ABSTRAK :

bahwa  sehubungan  dengan  Keputusan  Sekretaris  Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum 

Republik Indonesia Nomor 699 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Nila Vania Utami Dewi, yang menjabat sebagai 

anggota merangkap operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Satuan Tugas 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pasuruan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Perubahan 

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2026 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali  diubah terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020 

Nomor  193,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6547);  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 

2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2008, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



4890); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan  Komisi  Pemilihan  Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Komisi  Pemilihan  Umum Provinsi  dan  Sekretariat  Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di  Komisi  Pemilihan  Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 699 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan 

Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2026 diatur tentang:

Mengubah/mengganti Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

atas nama NILA VANIA UTAMI DEWI menjadi MU’IZZ HIDAYAT sebagaimana tercantum dalam 

Perubahan  Susunan  Satuan  Tugas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  di  Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2026.

 Lampiran 3 halaman.


